SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR £& TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129, Pasal 130,
Pasal 131, Pasal 194 ayat (2), dan Pasal 195 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6646};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Landak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Landak.

Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten Landak.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnnya, Badan
Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah
rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
Pengesahan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang
selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan
perpanjangan  penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau
pejabat yang ditunjuk.

Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah
kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
Retribusi Penggunaan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut Retribusi
Penggunaan TKA adalah pungutan dalam bentuk DKPTKA atas pengesahan
RPTKA perpanjangan.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan
kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini  adalah sebagai pedoman
pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan TKA di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :
a. Terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi Penggunaan

TKA; dan

b. Mendukung peningkatan pendapatan daerah.

(1)
(2)

(1)

BAB III
OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di

lokasi dalam Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

bagi TKA yang bekerja pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing,

badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan

tertentu di lembaga pendidikan.

Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

adalah :

a, TKA sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola
kedutaan negara asing;

b. TKA sebagai dosen dan/atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan
sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi dari pembayaran atas pengesahan
RPTKA perpanjangan bagi TKA vang bekerja di lokasi dalam Daerah.



(2) Retribusi penggunaan TKA dipungut dalam bentuk DKPTKA, yang besarnya
dibayarkan dalam mata uang rupiah setara dengan US$100 (seratus dolar Amerika
Serikat) per jabatan per orang per bulan pada saat penerbitan SKRD/dokumen lain
yang dipersamakan.

(3} Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayarkan DKPTKA sebagai
Retribusi Penggunaan TKA.

(4) Retribusi Penggunaan TKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
berupa Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA atau kode billing pembayaran
DKPTKA.

BAB V
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Retribusi Penggunaan TKA wajib dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan jangka
waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayar di muka.

(2) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib
membayar DKPTKA sebagai Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan
penuh.

(3) Berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA atau kode billing DKPTKA
sebagimana pasal 4 ayat (4), Wajib Retribusi menyetor ke RKUD.

(4) Wajib retribusi harus melaporkan pembayaran Retribusi kepada Dinas dan
menyerahkan foto copy bukti pembayaran.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 7

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
Retribusi.

Pasal 8

Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban untuk :

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu
yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang
menjadi dasar objek retribusi yang terutang dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap periu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

d. memberikan keterangan vang diperlukan; dan/atau

e. merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihaklain yang tidak berhak.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 9

{1) Pemanfaatan penerimaan retribusi Penggunaan TKA digunakan untuk mendanai
validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA
perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga
kerja lokal.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi Penggunaan TKA.
Sebagaimana dimaksdu pada ayat (1} ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



(1)

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat waktu atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. surat teguran; dan

b.bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
Retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas

dan ditujukan kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi tepat waktu

atau kurang membayar.

Surat teguran diterbitkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo

pembayaran.

Bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari

Retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar dibayarkan ke

RKUD.

Pembayaran bunga keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar

secara terpisah dengan Retribusi yang terutang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Dgjember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2¢23 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

"

DARIANUARTI\SH

NIP. 19661128 1199402 2 001




